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PERATURAN WALIKOTA LANOSA 

NOMOR 45 TAHUN 2021 

TENTANO 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANOSA 
NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANO SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAH KOTA LANOSA 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

WALIKOTA LANOSA, 

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan 
Klasifikasi Barang Milik Daerah maka perlu 
merubah/merevisi Peraturan Walikota Langsa Nomor 34 
Tahun 2015 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Kota 
Langsa; 

Mengingat 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 . 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Langsa Nomor 34 Tahun 2015 tentang Sistem Akutansi 
Pemerintah Kota Langsa. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4110); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lei:nbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerin tahan ~ 



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ; 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4488) Sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4652) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaga Negara Rebublik 
Indonesia Nomor 5340); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 
Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana 
telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 
Nomor 14). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA LANOSA NOMOR 34 TAHUN 2015 
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA LANOSA. 

Pasal I f · 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 
34 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota 
Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 557) 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Lampiran VII SISTEM AKUNTANSI 
PERSEDIAAN huruf A angka 2 dalam bagan akun standar 
diubah dan ditambah sebagai berikut: 

SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN 

Dalam Bagan Akun Standar, persediaan diklasifikasikan 
sebagai berikut: 

OBJEK RINCIAN OBJEK 

Baban 

Suku Cadang 

Alat/ baban untuk kegiatan kantor 

Obat-obatan 
Persediaan Barang Pakai 

Persediaan untuk dijual/ diserabkan 
Habis 

Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 

Natura dan Pakan 

Persediaan Penelitian 

Persediaan Dalam Proses 

Barang Tidak Rabis Pakai Komponen 

Pipa 

Barang Bekas Dipakai Komponen Bekas dan Pipa Bekas 

2. Ketentuan dalam Lampiran VII SISTEM AKUNTANSI 
PERSEDIAAN huruf B PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT pada 
angka 4 diubah dan ditambah satu angka yaitu angka 5 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi 
persediaan an tara lain adalah: 

1. Bendahara Barang atau Pengurus Barang 
Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara 
barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan 
dan menyampaikan dokumen- dokumen atas 
pengelolaan persediaan. 

2. Bendahara Pengeluaran 
Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara 
pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan 
menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi 
tunai yang berkaitan dengan persediaan. 

3. Pejabat f 



3 . Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat 
pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan 
dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan 
pengadaan persediaan. 

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah 
Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat 
penatausahaan keuangan Perangkat Daerah bertugas 
untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang 
dimulai dari jumal hingga penyajian laporan keuangan 
Perangkat Daerah. 

5. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 
Dalam Sistem Akuntansi Persediaan, Penatausahaan 
Pengguna Barang bertugas melaksanakan Fungsi Tata 
U saha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. 

Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Langsa. 

Diundangkan di Langsa 
pada tanggal 10 Desember 2021 M 

5 Jumadil Awal 1443 H 

l SEKRETARIS KOTA LANGSA, 

.. 
SAID MAHDUM MAJID 

Ditetapkan di Langsa 
pada tanggal 10 Desember 2021 M 

5 Jumadil Awal 1443 H 

~ ALIKOTA LANGSA, f 
~~~------

USMAN ABDULLAH 

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 966 


